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Abstract. In the era of globalization, financial technology (fintech) has enabled society to access financial services
quickly and efficiently. However, the emergence of illegal Fintech presents risks to consumers, such as financial
losses and privacy breaches. Legal protection for victims of illegal fintech practices is important to ensure the
safety and rights of consumers. This study aims to identify the legal consequences of illegal P2PL Fintech and
evaluate legal protection for victims in the context of the case study Decision Number 3115 K/PDT/2021. The
study uses a normative juridical method by analyzing relevant legal texts, such as laws, regulations, and court
decisions. The results show that the legal consequences of illegal Fintech include law enforcement actions,
compensation for victims, regulatory prevention efforts, and improved consumer protection. Victims of illegal
Fintech practices receive legal protection from existing regulations and law enforcement. Court decisions, such
as Decision Study Number 3115 K/PDT/2021, serve as important legal precedents in addressing these illegal
practices. Thus, this research provides a better understanding of consumer protection in illegal fintech practices
and emphasizes the importance of strict regulations and effective law enforcement in maintaining the integrity of
the fintech industry and public trust.
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Abstrak. Dalam era globalisasi, financial technology (fintech) telah memungkinkan masyarakat mengakses
layanan keuangan dengan cepat dan efisien. Namun, munculnya fintech ilegal menghadirkan risiko bagi
konsumen, seperti kerugian finansial dan pelanggaran privasi. Perlindungan hukum bagi korban praktik fintech
ilegal menjadi penting untuk menjaga keamanan dan hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi konsekuensi hukum terhadap fintech P2PL illegal dan mengevaluasi perlindungan hukum bagi
korban dalam konteks studi kasus Putusan Nomor 3115 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan menganalisis teks hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan,
dan putusan pengadilan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa konsekuensi hukum terhadap fintech ilegal meliputi
tindakan penegakan hukum, kompensasi bagi korban, upaya pencegahan melalui regulasi, dan perlindungan
konsumen yang lebih baik. Korban praktik fintech ilegal memperoleh perlindungan hukum dari regulasi dan
penegakan hukum yang ada. Putusan pengadilan, seperti Studi Putusan Nomor 3115 K/PDT/2021, menjadi
preseden hukum yang penting dalam mengatasi praktik ilegal ini. Dengan demikian, penelitian ini memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan konsumen dalam praktik fintech ilegal dan menekankan
pentingnya regulasi yang ketat serta penegakan hukum yang efektif dalam menjaga integritas industri fintech dan
kepercayaan publik.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Praktik Fintech Ilegal, Era Globalisasi

PENDAHULUAN

Transformasi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas modern di era
globalisasi, dikenal sebagai Financial Technology (Fintech), memungkinkan masyarakat untuk
mengakses layanan keuangan dengan cepat. Fintech menghadirkan solusi inovatif untuk
transaksi keuangan yang efisien dan praktis, menciptakan jembatan antara individu dan pasar

keuangan global. Fintech telah mengubah cara tradisional transaksi dilakukan, menyediakan
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layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi daring. The National Digital
Research Centre (NDRC) menyatakan bahwa Fintech adalah sebuah inovasi dalam sektor
keuangan yang melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk menciptakan solusi finansial
yang lebih efisien. Teknologi ini mendukung Fintech dalam menyederhanakan berbagai proses
keuangan, membuatnya lebih mudah diakses dan lebih cepat dibandingkan metode tradisional,
serta meningkatkan keamanan transaksi, memberikan rasa aman kepada pengguna saat
bertransaksi secara digital.

Meningkatnya minat masyarakat terhadap Fintech Peer-to-Peer Lending (P2PL)
disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kemudahan dalam menggunakan
aplikasi Fintech P2PL. Platform P2PL menawarkan cara yang lebih sederhana dan praktis bagi
masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan tanpa prosedur yang rumit seperti
di lembaga keuangan tradisional. Selain itu, Fintech P2PL memberikan kenyamanan melalui
proses yang lebih cepat dan transparan, memungkinkan pengguna untuk meminjam atau
menginvestasikan dana dengan lebih efisien. Ketersediaan informasi yang jelas dan mudah
diakses di aplikasi P2PL juga menambah daya tarik bagi pengguna, karena mereka dapat
mengambil keputusan keuangan dengan lebih percaya diri dan informatif. Fitur-fitur yang user-
friendly, seperti navigasi yang intuitif dan layanan pelanggan yang responsif, membuat
pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan mendorong lebih banyak orang untuk mencoba
dan menggunakan layanan P2PL.

Kehadiran Fintech telah menjadi solusi bagi mereka yang belum memiliki akses ke
layanan perbankan tradisional. Inovasi ini memastikan bahwa semua kalangan masyarakat Kini
bisa menikmati layanan keuangan dengan lebih mudah, nyaman, dan cepat. Fintech P2PL,
sebagai penyedia layanan keuangan berbasis elektronik yang sah, memiliki status hukum yang
diakui melalui izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendirian perusahaan
Fintech dengan model peer-to-peer lending (P2PL) diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016, yang merinci langkah-langkah dan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri. Ketentuan ini memastikan bahwa perusahaan
Fintech beroperasi secara resmi dan di bawah pengawasan otoritas yang berwenang,
memberikan kepastian dan keamanan bagi pengguna layanan.

Namun, fenomena penyimpangan mulai muncul seiring perkembangan Fintech.
Banyak perusahaan Fintech P2PL yang beroperasi secara ilegal, mengakibatkan risiko dan
kerugian yang tidak terkendali bagi masyarakat. Penyalahgunaan teknologi dan kurangnya
pengawasan dapat membahayakan keamanan finansial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

peningkatan pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum terhadap Fintech P2PL untuk
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meminimalisir praktik ilegal dan menjaga keberlanjutan industri sesuai dengan prinsip
keadilan, transparansi, dan keamanan keuangan. Upaya bersama antara pemerintah, regulator,
dan pelaku industri menjadi kunci untuk memastikan bahwa Fintech P2PL tetap memberikan
manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak memberikan celah bagi praktik-praktik yang
merugikan.

Pesatnya pertumbuhan industri Fintech P2PL ilegal di tengah masyarakat telah
memaksa OJK untuk menghadapi tantangan serius terkait perlindungan konsumen. Fintech
P2PL ilegal ini membawa potensi risiko yang signifikan, seperti risiko keamanan informasi
pribadi dan data konsumen serta risiko kesalahan transaksi. Risiko keamanan informasi pribadi
menjadi perhatian utama karena Fintech ilegal rentan terhadap serangan siber dan
penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen. Adanya ketidakpastian dalam transaksi
akibat kurangnya regulasi yang mengawasi aktivitas Fintech ilegal ini dapat mengakibatkan
kerugian finansial bagi konsumen. Oleh karena itu, OJK perlu mengevaluasi dan memperkuat
kerangka regulasi guna mengatasi permasalahan ini, sehingga konsumen dapat merasa lebih
aman dan terlindungi dalam menggunakan layanan keuangan Fintech. Upaya perlindungan
konsumen harus ditingkatkan, sementara perkembangan industri Fintech P2PL harus ditekan

untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan aman bagi semua pihak.

KAJIAN TEORITIS

Fintech adalah pemanfaatan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan yang
efisien, inovatif, dan terkini. Hal ini melibatkan penerapan teknologi informasi, komunikasi,
dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan cara mengelola, mentransfer, mengakses, dan
berinvestasi di bidang keuangan. Layanan fintech meliputi pembayaran digital, pinjaman
online, asuransi online, investasi online, teknologi blockchain, serta analisis dan manajemen
keuangan pribadi. Perkembangan fintech membawa efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi baru
dalam industri keuangan, namun juga menimbulkan tantangan seperti masalah keamanan data
dan regulasi. Regulasi yang tepat dan perlindungan konsumen sangat penting bagi
pertumbuhan industri fintech. Fintech ilegal merujuk pada kegiatan dalam industri fintech yang
melanggar hukum atau regulasi yang berlaku, seperti pinjaman tanpa izin, pencucian uang,
penipuan keuangan, dan pelanggaran privasi. Penting untuk memastikan bahwa perusahaan
fintech memiliki lisensi yang sah dan mematuhi regulasi keuangan yang berlaku di wilayahnya

untuk menghindari risiko fintech ilegal.
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Penipuan utang dan piutang melalui media sosial dan platform pinjaman online ilegal
merupakan kegiatan yang merugikan konsumen. Ini dapat mencakup penipuan pinjaman online
dengan persyaratan tidak masuk akal, meminta biaya di muka atau informasi pribadi tanpa
memberikan pinjaman yang dijanjikan, serta penipuan identitas. Regulasi yang berlaku seperti
KUHP, Peraturan OJK, UU ITE, dan Peraturan Pinjaman Online mengatur penanganan kasus
ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan
kerangka hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga keseimbangan antara produsen dan
konsumen. Perlindungan hukum terhadap pengguna fintech, seperti yang diatur dalam POJK
No.77/POJK.01/2016, mencakup pendaftaran dan izin, ketentuan operasional, keamanan dan
perlindungan konsumen, serta kerja sama dengan bank. Belum ada pasal khusus dalam KUHP
yang secara eksplisit mengatur penagihan dan pencemaran nama baik terkait pinjaman online
ilegal, namun tindakan penagihan yang melanggar hukum dapat dikenakan pasal-pasal KUHP
yang relevan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan keuangan
yang aman dan terpercaya, serta mendukung pemberantasan praktik ilegal dalam industri
fintech.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif,
yang berfokus pada analisis teks hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan melalui
studi pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti, mencermati aspek hukum suatu
permasalahan dengan mengacu pada norma-norma yang tertulis dalam dokumen hukum yang
berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan doktrinal, yang didasarkan pada
norma hukum positif dan yurisprudensi; pendekatan kasus, yang mempelajari kasus secara
mendalam; dan pendekatan undang-undang, yang melibatkan penelitian hukum dan aturan
yang relevan. Sumber penelitian terdiri dari bahan hukum primer seperti Pasal 369 KUHP dan
UU ITE, serta bahan hukum sekunder seperti buku dan doktrin para sarjana terkait investasi
ilegal dan hukum pidana internasional. Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui
inventarisasi, Klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum, diikuti oleh analisis dengan
menggunakan silogisme deduksi, yang menerapkan bahan hukum primer dan sekunder pada

rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang spesifik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Korban Fintech P2PL Legal

Fintech merupakan terobosan dalam teknologi keuangan yang mengintegrasikan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengatasi batasan tradisional seperti ruang
dan waktu, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Peran penting fintech telah terlihat
sejak era 1950-an, terutama seiring dengan perkembangan sistem Android dan iOS yang
semakin maju. Teknologi keuangan memberikan cara yang lebih praktis dan aman bagi
nasabah dalam mengelola aktivitas keuangan mereka. Di Indonesia, sistem Peer to Peer
Lending (P2PL) telah membuka akses keuangan bagi warga di daerah terpencil tanpa
memerlukan agunan, menjembatani kesenjangan akses terhadap layanan keuangan tradisional.
Fintech memberikan solusi inklusif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan
menyediakan solusi keuangan yang fleksibel dan efisien.

Sektor fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dengan munculnya berbagai
perusahaan terkemuka seperti Amartha, Cek Aja, Bareksa, Doku, Go-Pay, Midtrans,
Finansialku, T-Cash, Uang Teman, dan Modalku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hadir sebagai
lembaga pengatur yang mengeluarkan regulasi untuk mengawasi dan mengontrol Peer to Peer
Lending, termasuk fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyelidikan. Regulasi ini bertujuan memastikan transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan
platform fintech terhadap standar yang telah ditetapkan, meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan kontribusi sektor fintech terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur Layanan Pinjam-Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) untuk memastikan bahwa platform fintech P2PL
beroperasi secara legal. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menetapkan Kode Etik dan
Perilaku yang melarang praktik intimidasi dalam penagihan kepada peminjam. Perusahaan
fintech wajib menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan secara jelas kepada
peminjam dalam kasus keterlambatan atau gagal bayar pinjaman, memastikan transparansi dan
perlindungan terhadap peminjam dari praktik penagihan yang tidak etis. Regulasi OJK menjadi
landasan penting dalam pengaturan fintech Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan
menetapkan standar operasional, risiko, dan perlindungan konsumen. OJK aktif dalam menjaga
stabilitas sektor keuangan dan memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait. Regulasi
ini memastikan bahwa fintech P2PL dapat menjadi sumber pembiayaan yang aman dan
terpercaya, mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi seluruh

pemangku kepentingan.
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Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI1/2017 mengatur pinjam-meminjam uang
berbasis teknologi informasi untuk memastikan kesesuaian praktik bisnis dengan
perkembangan teknologi keuangan. Kontrak elektronik diatur oleh Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE), menjamin keabsahan dan keberlakuan hukum dari transaksi
finansial online. Ini mencerminkan respons regulasi terhadap inovasi fintech yang berkembang
pesat, mencocokkan inovasi dengan kerangka hukum yang ada. Pemberian kredit melalui
fintech P2PL memerlukan penilaian yang cermat atas keabsahan perjanjian kredit. Perizinan,
pemantauan, dan penegakan perlindungan konsumen oleh POJK merupakan bagian integral
dari pengaturan ini. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan kerangka kerja
untuk transparansi, privasi data, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi fintech
P2PL. Kolaborasi antara badan pengatur, otoritas hukum, dan platform fintech penting untuk
memastikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat. Putusan
kasus Nomor 3115 K/PDT/2021 menunjukkan bahwa pelanggaran hukum sering kali terjadi
dalam praktik fintech P2PL, termasuk pelanggaran data pribadi, pengancaman, penipuan,
fitnah, dan pelecehan seksual. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menjaga
keadilan dan melindungi hak-hak korban. Perlindungan hukum yang efektif menjadi penting
dalam memastikan bahwa transaksi fintech P2PL dilakukan dengan integritas dan mematuhi
prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penegakan perjanjian kredit melalui fintech P2PL harus mematuhi syarat-syarat yang
diatur dalam KUH Perdata, termasuk keberadaan kesepakatan yang mengikat, kecakapan
hukum, objek yang spesifik, dan sebab yang sah. Itikad baik adalah prinsip yang mendasari
validitas suatu perjanjian, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam
transaksi tersebut. Kolaborasi antara POJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
memastikan bahwa fintech P2PL beroperasi di bawah kerangka hukum yang kuat, memenuhi
standar etika dan transparansi. Ini tidak hanya mendorong pertumbuhan sektor fintech P2PL,
tetapi juga melindungi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya dari praktik bisnis yang
tidak adil atau merugikan.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Fintech llegal

Maraknya industri fintech telah menghasilkan berbagai inovasi yang mengubah lanskap
keuangan secara signifikan. Pertumbuhan pesat ini juga telah menimbulkan masalah baru,
terutama terkait dengan aktivitas ilegal yang dilakukan oleh beberapa pelaku dalam industri
tersebut. Dampak negatif dari praktik ilegal ini dapat dirasakan oleh pengguna, yang sering
kali menjadi korban atas tindakan tersebut. Dalam mengatasi masalah ini, penting untuk

mempertimbangkan kerangka hukum yang ada, terutama dalam konteks perlindungan
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konsumen. OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi fokus utama dalam
menyikapi tantangan ini. Perlindungan hukum bagi korban fintech ilegal menjadi sangat
penting karena operasi mereka berada di luar kerangka peraturan yang telah ditetapkan.
Pemahaman yang baik tentang perlindungan hukum menjadi kunci dalam melindungi
kepentingan dan hak-hak pengguna dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh
fenomena fintech ilegal.

Upaya untuk menangani masalah ini harus melibatkan kerjasama antara regulator,
lembaga keuangan, dan konsumen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan
terlindungi dalam industri fintech. Lanskap hukum bagi korban fintech ilegal seringkali
berbahaya karena tidak adanya pengawasan peraturan. Entitas fintech yang tidak terdaftar dan
tidak sah mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh badan pengawas seperti POJK, sehingga
membuat pengguna menghadapi risiko yang lebih tinggi. POJK berperan penting dalam
pemberantasan aktivitas fintech ilegal dengan mengawasi operasional keuangan legal serta
mengidentifikasi dan memberantas entitas ilegal. POJK mengeluarkan perintah penghentian
dan penghentian segera untuk menghentikan kegiatan mereka, sebagai tindakan pencegahan
untuk melindungi calon korban dan memitigasi risiko yang terkait dengan penyediaan jasa
keuangan yang melanggar hukum.

POJK mempunyai wewenang untuk memulai proses hukum terhadap individu atau
badan yang terlibat dalam fintech ilegal, yang dapat mengakibatkan hukuman, denda, dan,
dalam kasus yang parah, tuntutan pidana. Penerapan sanksi berfungsi sebagai efek jera dan
memberikan pesan yang jelas bahwa aktivitas keuangan ilegal tidak akan ditoleransi.Undang-
Undang Perlindungan Konsumen melindungi korban fintech ilegal dari praktik tidak adil,
kegiatan penipuan, dan tindakan menipu yang dilakukan oleh dunia usaha, termasuk entitas
fintech ilegal. Para korban mempunyai hak dan jalur hukum untuk mencari ganti rugi atas
kerugian yang disebabkan oleh kegiatan tersebut. Undang-undang melarang praktik bisnis
yang tidak adil, termasuk iklan yang menipu, informasi yang menyesatkan, dan segala bentuk
eksploitasi yang merugikan konsumen.

Korban mempunyai hak untuk meminta kompensasi atas kerugian finansial, tekanan
emosional, atau kerugian lain yang diakibatkan oleh aktivitas fintech ilegal. Meskipun cakupan
perlindungan hukum bagi korban fintech ilegal mungkin tampak menantang karena sifat
operasinya yang rahasia, namun terdapat mekanisme untuk melindungi individu. Kolaborasi
antara badan pengawas, penegak hukum, dan otoritas hukum sangat penting untuk memperkuat
perlindungan ini dan memastikan para korban fintech ilegal memiliki kesempatan untuk

mendapatkan keadilan dan ganti rugi. Dalam kerangka pengawasan P2P lending di Singapura,
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Monetary Authority of Singapore (MAS) menetapkan landasan yang kokoh. Sebagai otoritas
keuangan terkemuka di negara itu, MAS bertanggung jawab atas pengawasan platform P2P
lending. Peran MAS sangat penting dalam memastikan bahwa platform-platform tersebut
beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendorong stabilitas dalam sektor P2P
lending Singapura.

Dengan pendekatan yang cermat dan terperinci, MAS mengawasi kegiatan P2P lending
untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemberi pinjaman dan
peminjam. Langkah-langkah pengawasan yang diambil MAS bertujuan untuk mencegah risiko
sistemik dan mempromosikan perkembangan yang berkelanjutan dalam ekosistem P2P
lending. Sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mempertahankan integritas pasar
keuangan, MAS terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengawasi sektor P2P lending,
mengikuti perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dengan demikian, MAS tidak hanya
berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan yang sehat dan

berkelanjutan bagi industri P2P lending di Singapura.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konsekuensi hukum terhadap fintech ilegal mencakup berbagai kerugian bagi korban,
seperti kerugian finansial, pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan perselisihan kontrak.
Korban sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh ganti rugi melalui jalur hukum
yang sesuai, sementara risiko pencurian identitas, penipuan, dan transaksi tidak sah meningkat.
Tindakan hukum dapat diambil terhadap operator fintech ilegal karena melanggar undang-
undang privasi dan keuangan, yang dapat berujung pada hukuman dan kompensasi bagi
korban. Proyeksi Jenis Organisasi Keamanan (POJK) memainkan peran penting dalam
menanggulangi aktivitas fintech ilegal melalui langkah-langkah pencegahan, investigasi,
koordinasi dengan penegak hukum, advokasi kebijakan, dan reformasi hukum. POJK bekerja
sama dengan badan pengatur dan lembaga penegak hukum untuk memberikan perlindungan
menyeluruh terhadap masyarakat dari dampak buruk fintech ilegal.

Perlindungan hukum bagi korban praktik fintech ilegal sangat penting untuk menjaga
keamanan dan hak-hak konsumen. Melalui upaya preventif dan represif, termasuk
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko praktik ilegal dan peran regulator seperti
OJK dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat tercipta lingkungan
fintech yang aman, terpercaya, dan berintegritas. Putusan pengadilan, seperti Studi Putusan
Nomor 3115 K/PDT/2021, menjadi preseden hukum yang penting dalam mengatasi praktik
fintech ilegal dan skema investasi palsu. Hukuman terhadap terdakwa dan perintah
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pengembalian aset menunjukkan komitmen sistem hukum untuk melindungi konsumen dari
kerugian finansial yang disebabkan oleh aktivitas fintech ilegal. Dengan demikian, korban

memperoleh perlindungan yang kuat dari perspektif hukum dan regulasi yang ada.
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